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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan  pembahasan-pembahasan  sebelumnya maka secara

keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a.

Bahwa GKI Yasmin dalam pengajuan IMB sudah sesuai dengan prosedur dan
tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga IMB
GKI Yasmin yang semula dibekukan oleh Walikota Diani karena
maladministrasi oleh Pemkot Bogor telah dicabut. Sesuai dengan ketentuan
PBM GKI Yasmin telah melakukan permohonan IMB sesuai prosedur
administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi maka tidak akan
menimbulkan konflik. Pengaturan tentang izin pembangunan Rumah Ibadah
ini dalam konteks Hak Asasi Manusia pada dasarnya diperkenankan
sepanjang untuk mencegah kekakacauan publik, namun pada akhirnya
pembatasan ini malah melanggar Hak Asasi Manusia itu sendiri terkait
dengan pembatasan kebebasan beragama. Namun akhirnya berhasil
dibuktikan oleh GKI Yasmin mengenai syarat administratif tersebut. Dalam
asas umum pemerintahan yang baik, sikap Pemkot Bogor masih jauh dari
kata melindungi kepastian hukum setiap warganya karena adanya hak
terlanggar yang sengaja dilakukan oleh Pemkot Bogor yaitu dengan tetap
menyegel dan tidak membuka akses untuk GKI Yasmin melakukan ibadah
ditempat semula yaitu J.KH Abdullah Bin Nuh Kavling 31. Prinsip kehati-
hatian belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemkot Bogor ketika mencapai titik
penghibahan tanag untuk relokasi.

Bahwa Relokasi dianggap sebagai kebohongan publik untuk menutupi
ketidakpatuhan Pemkot Bogor terhadap putusan terdahulunya yang sudah
berkekuatan hukum tetap dengan mengimingi “demi kepentingan bersama”
dan “agar mencapai solusi terakhir yang saling menguntungkan”. Hibah
tanah dilakukan dengan dalih untuk memenuhi hak GKI Yasmin yang

sedangkan dalam proses pemusyawarahannya pihak GKI Yasmin tidak



dilibatkan dan minim didengarkan untuk memberikan masukan ataupun
solusi. Penghibahan dilakukan secara resmi namun bukan dengan pihak
terkait tetapi dengan Pihak GKI Pengadilan. Hibah tanah yang dilakukan oleh
Pemkot Bogor dengan tujuan merelokasi GKI Yasmin justru menimbulkan
masalah hukum baru dan justru memecah konstitusi kegerejaan yang sudah
ada Karena pada awalnya memang GKI Yasmin hanya menagih janji
Pemerintah untuk dapat melaksanakan eksekusi sesuai hukum yang sudah

ada.

52  Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukan saran yang Kiranya
dapat menjadi masukan dalam menangani masalah pendirian Gereja GKI Yasmin

Bogor ini agar semua pihak bisa menerima dengan lapang dada dengan tanpa ada

kriminalisasi ataupun anarkisme dalam menangani masalah ini, sehingga

kedepannya tercipta jalinan yang harmonis antar pemeluk agama, maka dari itu
diperlukan peran dari berbagi pihak setempat, dari tokoh masyarakat setempat,
dari Panitia pembangunan Gereja GKI Yasmin, Aparatur Kelurahan dan

Kecamatan Yasmin Bogor, Pemerintah Kota Bogor, FKUB Kota Bogor,

Kementerian Agama Kota Bogor dan Pemerintah Indonesia untuk menengahi dan

menyikapi masalah pendirian rumah ibadah umat minoritas terutama untuk

Gereja GKI Yasmin Bogor. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

a. Agar Pemerintah Kota Bogor, Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri
dan Presiden Rl melaksanakan rekomendasi ORI dalam Rekomendasinya
No.: 0011/ REK/0259.2010/BS-15/VI11/2011 tertanggal 8 Juli 2011 agar: (1)
Walikota Bogor mencabut SK No.:645.45-137 Tahun 2011 tanggal 11 Maret
2011 tersebut; (2) meminta Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bogor untuk
melaksanakan Rekomendasi pada butir (1); dan (3) Menteri Dalam Negeri
melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi ini; dan
Laporan ORI kepada Presiden melalui suratnya No.: 475/ORISRT/X/2011
tertanggal 12 Oktober 2011 yang menyatakan IMB GKI Yasmin yang sudah

secara sah diperbolehkan dan Pemerintah Kota Bogor tetap memegang teguh



asas-asas umum pemerintahan yang baik agar kedepannya dalam bertindak
selalu memperhatikan segala aspek baik aspek hukum maupun sosiologis.

Agar relokasi tidak digunakan sebagai jalan pintas atau dinormalisasikan
untuk dilakukan tanpa melihat dampak-dampak hukum dan benturan hukum
yang mendasar. Sehingga kedepannya relokasi bukan sebagai pemicu
masalah baru atau memecah relasi yang sudah ada tetapi memang relokasi
yang diatur harus lebih mendasar pada aturan dan kondisi hukum yang jelas
dan kesepakatan bagi kepentingan semua pihak yang terlibat sehingga tidak

menimbulkan kerugian kedepannya.
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